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PUTUSAN
Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.LLG

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan
SD, tempat kediaman di DUSUN [V DESA XXXXX KEC. XXXXX,
Desa XXXXX, XXXXX, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHAN EDI
NEPRI, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan
Diponegoro Rt.01 No0.139 Kelurahan Majapahit Kecamatan
LubuklinggauTimur | Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 05 September 2022 yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor 738/SK/X/2022/PA.LLG tanggal 19
Oktober 2022, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX BIN XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di DUSUN IV DESA XXXXX
KEC. XXXXX, Desa XXXXX, XXXXX, Kab. Musi Rawas,
Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.LLG,
tanggal 19 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan XXXXX Kab.Musi Rawas pada tanggal 17 April
2001;

2. Bahwa pada masa awal perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun |
Rt.- Rw.- Desa.Mura Kati Baru | Kecamatan. XXXXX Kabupaten Musi
Rawas.Sekarang Tinggal Penggugat dan Tergugat Rumah Sendiri kurang
lebih selama 21 (dua puluh satu tahun )dan telah hidup rukun;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dikarunia dua anak yang bernama :1.Rumi yanti 2.Renti Julia;

4. Bahwa dikarenakan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat telah pergi
meninggalkan rumah sejak bulan 12 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
tergugat :
6. Tergugat tidak mau menurut nasehat dan perkataan

Penggugat dikarenakan tergugat terlalu egois dan mementingkan diri
sendiri;

7. Tergugat  pernah pergi tanpa pamit kepada
penggugat,karena ketauan selingkuh dengan orang lain kemudian ketika
tergugat pulang, penggugat masih menerima dengan alasan demi anak;

8. Tergugat sering kali meminjam uang kepada orang lain di
ketahui oleh penggugat ketika orang menanyakan uang pihak tergugat

tidak mau menemui orang yang bersangkutan di alikan dengan
penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tergugat selalu mengancam penggugat untuk bercerai dan

tidak mau hidup bersama kembali;

10. Penggugat sudah mengetahui jika tergugat saat ini terjadi

selingkuh dengan wanita lain;

11. Bahwa klein mempunyai dua anak satu sudah nikah satu

masih sekolah dan masih memerlukan nafkah anak untuk sekolah

Perbulan Rp 1,500,000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas ,maka tidak ada

harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat

untuk membina keluarga yang bahagia sesuai tujuan perkawinan;

14. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.( XXXXX Binti XXXXX);
2. Menjatukan talak | ( satu ) bain sughro Tergugat ( XXXXX Bin
XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4, Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus

karena perceraian;

5. Mengabulkan nafkah perbulan untuk anak yang masih sekolah;
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequoet bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada JOHAN EDI NEPRI, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Jalan Diponegoro Rt.01 No0.139 Kelurahan Majapahit
Kecamatan LubuklinggauTimur | Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 05 September 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 738/SK/X/2022/PA.LLG
tanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Erni
Melita Kurnia Lestari, S.H.l. tanggal 09 November 2022, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya
Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah
diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya
itu tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX tanggal 17
April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Renti Julia Nomor
2351/Um/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti
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surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Fotokopi slip gaji/penghasilan Tergugat, yang

dikeluarkan PT Gunung Sawit Selatan Lestari oleh bagian keuangan

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. XXXX bintti XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan
swasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten
Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 17 April 2001 di Kecamatan XXXXX, Kabupanten Musi
Rawas.;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kediaman bersama di Dusun IV, Desa Mura Kati Baru 1
Kecamatan XXXXX dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang
anak, masing-masing bernama Rumi Yanti dan Renti Julia;

- Bahwa anak pertama yang bernama Rumi Yanti saat ini sudah
menikah sedang anak kedua yang bernama Renti Julia tinggal
bersama Penggugat dan masih sekolah;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Juli 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3
kali;
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- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat terlalu egois dan selalu mementingkan diri sendiri
dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak 4 bulan sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa, penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 4.128.789,00 (empat
juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh
sembilan rupiah)

2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kota Lubuklinggau, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Paman;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April 2001 di
Kecamatan XXXXX, Kabupanten Musi Rawas.;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kediaman bersama di Dusun IV, Desa Mura Kati Baru 1
Kecamatan XXXXX dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang
anak, masing-masing bernama Rumi Yanti dan Renti Julia;

- Bahwa anak pertama yang bernama Rumi Yanti saat ini sudah
menikah sedang anak kedua yang bernama Renti Julia tinggal
bersama Penggugat dan masih sekolah;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran sejak bulan Juli 2022 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai
dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi
mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat untuk
diceraikan;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

- Bahwa, penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 4.128.789,00 (empat
juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh
sembilan rupiah)

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 05 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 738/SK/X/2022/PA.LLG
tanggal 19 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147
R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan
Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim
dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk
beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, hamun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir
pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah
diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali
berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu
gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat selain mengajukan
gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertangkaran disebabkan Tergugat terlalu egois dan selalu
mementingkan diri sendiri dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain
akibatnya sejak 4 bulan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan
selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat juga menuntut nafkah untuk
anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta
otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 April 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak
bernama Renti Julita, lahir di Muara Kati |, pada tanggal 26 Juli 2008;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 merupakan slip gaji Tergugat,
yang dikeluarkan oleh pengelola keuangan dimana Tergugat bekerja, maka
harus dinyatakan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagaimana yang
tertera pada slip gaji tersebut;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak
menuruti nasehat Penggugat dan terlalu egois serta mementingkan dirinya
sendiri, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering
meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering
mengancam Penggugat untuk diceraikan.;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu
hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
anak bernama Rumi Yanti yang sudah menikah dan Renti Julita yang
masih sekolah;

5. Bahwa anak kedua yang bernama Yenti Julia tersebut tinggal
bersama Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

ton gl ¥ L) e 7 ) ool 3] ) gl o s o e y30
Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
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sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan
dengan tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, Pengadilan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan
kewajiban ayah (in casu Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:
Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b.
Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal
105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.
Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dianyatakan "semua biaya
hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat
mengurus diri sendiri (21 tahun).”
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Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin
hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai
berikut:

o o) lasai oV 1 Lle
Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-
Muhadzdzab II: 177)
£,9) ol Lle aiaais plg Ol al o)
Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung

nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin I1V: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk
menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin
yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya.
Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa
berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat
hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka
akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya
sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi
anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari
itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah
untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-
nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan
terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata
Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil
tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan
dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya
Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara ex officio dapat
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menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut
berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal
156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga
dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak
ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak
yang harus ditunaikan Tergugat, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan
jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di
luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran
biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan
mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan
kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan
Tergugat, yang telah memperolah penghasilan setiap bulannya dimana
Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat
membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang masih sekolah
yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% /
tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak | (satu) Bain Sughro Tergugat (XXXXX

bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);

3. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak
Penggugat dan Tergugat bernama Renti Julia, umur 14 tahun yang
diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% /
tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.l., M.H. dan Khairul Badri, Lc., M.A.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yurnizalti,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Mirwan, S.H.I., M.H. Waluyo, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota

Khairul Badri, Lc., M.A.
Panitera Pengganti
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Yurnizalti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 80.000,00
3. Panggilan : Rp. 900.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp.  10.000,00
6. Meterai : Rp.  10.000,00
Jumlah Rp. 1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah)
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